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81.793 HEKTARE LAHAN DI TAMAN NASIONAL TESSO NILO DIRAMBAH 

JADI KEBUN SAWIT ILEGAL 

  

 

Sumber gambar: https://www.antarafoto.com/id/view/152885/perambahan-hutan 

 

Pelalawan: Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) 

memberikan tenggat waktu selama tiga bulan kepada para penggarap ilegal di kawasan 

konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan, Riau. Mereka 

harus mengosongkan lahan seluas 81.793 hektare (ha) yang telah disulap menjadi 

perkebunan kelapa sawit. 

Batas waktu relokasi mandiri ditetapkan dimulai pada 22 Mei hingga 22 Agustus 

2025. Kebijakan itu disampaikan langsung oleh Kasum TNI Letjen Richard TH 

Tampubolon saat pemasangan pelang penyegelan kawasan TNTN. 

Kedatangan rombongan ke lokasi dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus 

(Jampidsus) Kejagung RI Febrie Adriansyah, dan dihadiri jajaran pejabat tinggi seperti 

Wakil Ketua Pelaksana II Kabareskrim Komjen Wahyu Widada, Kapolda Riau Irjen Herry 

Heryawan, Bupati Pelalawan Zukri Misran, serta unsur Forkopimda setempat. 

Menurut Letjen Richard, kondisi Taman Nasional Tesso Nilo yang merupakan paru-

paru dunia kini sudah sangat memprihatinkan. Letjen Richard mengungkapkan, dari total 

luas awal 81.739 ha, kini hanya tersisa sekitar 20 ribu ha yang masih berbentuk hutan, yang 
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terdiri dari 6.720 ha hutan primer, 5.499 ha hutan sekunder, dan 7.074 ha semak 

belukar.“Ini kawasan konservasi milik negara. Segala aktivitas berkebun, tempat tinggal, 

membuka lahan, dan membakar hutan di sini adalah perbuatan melanggar hukum,” tegas 

Richard. 

Letjen Richard menegaskan, dalam masa tenggat relokasi, warga masih diberikan 

kelonggaran untuk memanen kelapa sawit yang sudah berumur lebih dari lima tahun. 

Namun, bagi kebun sawit di bawah umur lima tahun, langsung dikategorikan sebagai hasil 

perambahan baru dan dilarang untuk dilanjutkan. 

“Selama tiga bulan ke depan, aktivitas pembukaan lahan, penanaman baru, maupun 

perluasan kebun dilarang keras. Kami mengajak masyarakat untuk mematuhi aturan ini 

dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab,” ujarnya. 

Kasum TNI mengingatkan pentingnya menjaga kawasan TNTN sebagai habitat 

satwa langka seperti harimau Sumatra dan gajah yang kini semakin terancam. “Mari kita 

jaga hutan ini bersama, demi masa depan anak cucu kita dan keberlangsungan makhluk 

hidup di dalamnya,” imbaunya. 

Sementara itu, Jampidsus RI Febrie Adriansyah mengungkapkan, pihaknya menemukan 

indikasi pelanggaran hukum yang melibatkan tidak hanya masyarakat, namun juga diduga 

ada keterlibatan oknum aparat dan pejabat pemerintahan. “Ini tidak akan kami biarkan. 

Semua akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya 

 

Sumber berita: 

1. https://www.metrotvnews.com/read/NLMCJqGr-81-793-hektare-lahan-di-taman-

nasional-tesso-nilo-dirambah-jadi-kebun-sawit-ilegal, “81.793 Hektare Lahan di 

Taman Nasional Tesso Nilo Dirambah Jadi Kebun Sawit Ilegal”, 12 Juni 2025; dan  

2. https://nasional.kompas.com/read/2025/06/11/13073651/luas-taman-nasional-tesso-

nilo-tergerus-berubah-jadi-kebun-sawit-ilegal, “Luas Taman Nasional Tesso Nilo 

Tergerus, Berubah Jadi Kebun Sawit Ilegal”, 11 Juni 2025. 

 

Catatan: 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan 

Hutan pada Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penertiban Kawasan Hutan dilakukan 

terhadap Setiap Orang yang melakukan penguasaan Kawasan Hutan tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Penertiban Kawasan Hutan tersebut dilakukan dengan cara 

a. penagihan Denda Administratif;  

b. Penguasaan Kembali Kawasan Hutan; dan/ atau  

https://www.metrotvnews.com/read/NLMCJqGr-81-793-hektare-lahan-di-taman-nasional-tesso-nilo-dirambah-jadi-kebun-sawit-ilegal
https://www.metrotvnews.com/read/NLMCJqGr-81-793-hektare-lahan-di-taman-nasional-tesso-nilo-dirambah-jadi-kebun-sawit-ilegal
https://nasional.kompas.com/read/2025/06/11/13073651/luas-taman-nasional-tesso-nilo-tergerus-berubah-jadi-kebun-sawit-ilegal
https://nasional.kompas.com/read/2025/06/11/13073651/luas-taman-nasional-tesso-nilo-tergerus-berubah-jadi-kebun-sawit-ilegal
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c. pemulihan aset di Kawasan Hutan. 

Adapun bentuk peristiwa hukum atau kondisi yang akan dilakukan Tindakan 

penertiban Kawasan hutan adalah: 

1) Dilakukan terhadap Setiap Orang yang melakukan kegiatan pertambangan, 

perkebunan, dan/ atau kegiatan lain di luar pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa 

lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu di Kawasan Hutan Konservasi 

dan/atau Hutan Lindung yang: 

a. telah memiliki Perizinan Berusaha namun belum memiliki perizinan di bidang 

kehutanan, dikenakan sanksi berupa Denda Administratif dan dilakukan Penguasaan 

Kembali;  

b. tidak dilengkapi salah satu komponen Perizinan Berusaha, dikenakan sanksi berupa 

Denda Administratif dan dilakukan Penguasaan Kembali;  

c. tidak memiliki Perizinan Berusaha, dikenakan sanksi berupa Denda Administratif, 

sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilakukan 

Penguasaan Kembali; atau  

d. memiliki Perizinan Berusaha namun diperoleh secara melawan hukum, diproses sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikenakan sanksi berupa Denda 

Administratif serta dilakukan Penguasaan Kembali. 

2) Dilakukan terhadap Setiap Orang yang melakukan kegiatan pertambangan, 

perkebunan, dan/ atau kegiatan lain di Kawasan Hutan Produksi yang:  

a. memiliki Perizinan Berusaha namun tidak memenuhi persyaratan dasar dan 

persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

dikenakan sanksi berupa Denda Administratif dan dapat dilakukan Penguasaan 

Kembali;  

b. tidak dilengkapi salah satu komponen Perizinan Berusaha, dikenakan sanksi berupa 

Denda Administratif dan dapat dilakukan Penguasaan Kembali;  

c. tidak memiliki Perizinan Berusaha, dikenakan sanksi berupa Denda Administratif, 

sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilakukan 

Penguasaan Kembali; atau 

d. memiliki Perizinan Berusaha namun diperoleh secara melawan hukum, diproses sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikenakan sanksi berupa Denda 

Administratif serta dilakukan Penguasaan Kembali. 

Sedangkan untuk Penertiban Kawasan Hutan berupa pemulihan aset di Kawasan 

Hutan dapat dilakukan melalui mekanisme pidana, perdata, dan administrasi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal yang menjadi penegasan dalam Peraturan 
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Presiden ini adalah kegiatan Penertiban Kawasan Hutan tidak menghapuskan 

pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Disclaimer: 

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan 

disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK 

Perwakilan Provinsi Riau.  


